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Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab 
pertanyaan bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan  Nomor: 
433/Pid.Sus/2017/PN.Sda tentang Tinjaun Hukum Pidana Islam terhadap 
Perdagangan Pangan dan Kadaluwarsa serta pertimbangan hukum dalam putusan 
Nomor: 433/Pid.Sus/2017/PN.Sda. 
Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan 
dengan metode kualitatif. Data yang digunakan berasal dari Putusan pengadilan 
Negeri Sidoarjo Nomor :433/Pid.Sus/2017/PN.Sda, sebagai data primer dan data 
sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para 
sarjana hukum, , pendapat ahli hukum yang kemudian di analisis dengan tekhnik 
deskriptif.  
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Pertama, Putusan Pengadilan 
Negeri Sidoarjo Nomor: 433/Pid.Sus/2017/PN.Sda tentang perdagangan barang 
ilegal dan kadaluwarsa, yang diputus oleh Hakim dengan Pasal 140 Undang-
Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dengan unsur 
‚memproduksi dan memperdagangkan pangan‛ dirasa kurang tepat. Dari putusan 
hakim yang telah dipaparkan di atas, bahwasannya terdakwa telah melakukan 
kejahatan perdagangan barang ilegal dan kadaluwarsa yang sesuai dengan Pasal 
62 jo pasal 8 ayat (3) UU-RI No. 8 Tahun 1999, pasal 140 serta 141 Undang-
Undang No. 18 Tahun 2012, Pasal 106 jo Pasal 24 ayat (1) UU-RI No. 7 Tahun 
2014. Kedua, Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana tentang perdagangan 
barang ilegal dan kadaluwarsa yang telah dilakukan oleh terdakwa Nafiyanto 
termasuk dalam tindakkan yang dilarang oleh hukum Islam yang lebih mampu 
yang nantinya dapat diperjual belikan. Ancaman hukum Islam yang akan 
dijatuhkan kepada terdakwa adalah hukuman ta’zi>r.   
Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan: (1) Kepada para 
hakim diharapkan lebih mempertimbangkan mengenai hukuman yang akan 
dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan Pasal 62 ayat (3) UU-RI No. 8 tahun 
1999, Pasal 140 dan 141 Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang pangan, 
Pasal 106 jo Pasal 24 ayat (1) UU-RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan,, 
(2) Kepada hakim, hendaknya memberikan keterangan mengapa memutus 
perkara kasus di atas tidak menggunakan asas lex specialis derogate legi 
generalis., (3) Kepada masyarakat agar turut serta mencegah jika menemukan 
praktek serupa seperti kasus di atas, agar mereka segera melaporkan kejahatan 
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 BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pada era globalisasi dan modern saat ini banyak industri makanan dan 
minuman tumbuh dan berkembang. Salah satu faktor penting yang memberi 
dukungan besar terhadap perkembangan produksi makanan olahan adalah 
perkembangan teknologi yang semakin maju. Tidak heran jika semakin hari 
semakin banyak produk-produk makanan siap saji dan awet diproduksi. Hal ini 
tentu menjadi nilai lebih di mata masyarakat karena dipengaruhi keinginan hidup 
praktis dan mudah. Namun bukan berarti produk-produk siap saji tersebut dapat 
dikatakan jauh dari kemungkinan-kemungkinan dan resiko-resiko berbahaya 
dikemudian hari. 
Pelaku usaha pangan bertanggung jawab terhadap pangan yang diedarkan, 
terutama apabila pangan yang diproduksi menyebabkan kerugian, baik terhadap 
gangguan kesehatan maupun kematian orang yang mengonsumsinya.
1
 
Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai setiap 
produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan mengonsumsi pangan. 
Informasi tersebut terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan 
keterangan lain yang diperlukan. 
 
                                                          
1
 Pasal 3 (e) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan: 
“Perlindungan konsumen bertujuan ...menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai 
pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab 
dalam berusaha”. 


































Terkait dengan proses produksi, dalam perspektif Islam prinsip yang 
perlu diperhatikan dalam proses produksi adalah sebagai berikut: pertama, 
dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang tercela karena 
bertentangan dengan syariah. Kedua, dilarang melakukan kegiatan produksi yang 
mengarah pada kezaliman.
2
 Dalam perspektif ekonomi Islam, pelaku produksi 




Negara telah mengatur hal tersebut dengan Undang-Undang Nomor 18 
tahun 2012 Tentang Pangan. Menurut undang-undang tersebut, pada pasal 97 
Ayat (1) dijelaskan bahwa setiap orang yang memproduksi atau menghasilkan 
pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib 
mencantumkan label didalam, dan atau dikemasan pangan.
4
 Oleh karena itu, 
sebagai pelaku usaha yang baik, dalam memproduksi jenis makanan yang tahan 
dalam jangka waktu lama yang dikemas dalam kemasan seharusnya 
mencantumkan label pada setiap poduk makanan yang dihasilkan. 
Pencantuman label pada kemasan pangan ditulis atau dicetak dengan 
menggunakan bahasa Indonesia serta memuat keterangan sedikitnya berisikan 
mengenai pangan yang bersangkutan, yang sekurang-kurangnya memuat nama 
produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan 
alamat para pihak yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah 
Indonesia, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, tanggal, 
                                                          
2
 Rustam Efendi, Produksi Dalam Islam, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003). 14. 
3
 Mustafa Edwin Nasution.,dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group, 2007), 112. 
4
 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. 


































bulan dan tahun kadaluwarsanya, nomor izin edar bagi pangan olahan, dan asal 
usul pangan bahan pangan tertentu.
5
 Pencantuman label pada produk tersebut 
akan membuat konsumen yang membeli produk makanan tidak merasa khawatir 
dan ragu terhadap makanan yang akan dibeli karena konsumen telah 
mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk yang dibelinya. Kualitas 
suatu produk dapat menurun karena perjalanan waktu, sehingga untuk produk 
tertentu, khususnya makanan, ditentukan masa kadaluwarsanya. 
Hal itulah yang memicu para pengusaha untuk memproduksi makanan. 
Para pengusaha berusaha memanfaatkan peluang ini untuk membuka berbagai 
macam usaha produksi olahan makanan. Makanan yang diperdagangkan juga 
tidak hanya berupa makanan utama, melainkan juga makanan-makanan ringan. 
Selain para pengusaha besar, para pengusaha kecil juga ikut serta dalam 
dunia usaha. Salah satu industri yang bergerak dalam bidang makanan dan 
minuman adalah rumah industri. Tumbuh kembangnya rumah industri ini 
memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi masyarakat kecil dan 
menengah. Setiap produksi yang dilakukan memiliki aturan-aturan tertentu, baik 
produksi dalam skala kecil atau besar yang bertujuan untuk diedarkan pada 
masyarakat. 
Islam mengajarkan untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan halal. 
Menjual makanan yang tidak menetapkan batas kadaluwarsa dan apabila saat 
dikonsumsi makanan tersebut sudah mengandung bakteri, maka hal seperti itu 
                                                          
5
 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Pasal 97 ayat (3). Diakses melalui 
situs: https://staff.ugm.ac.id/atur/UU18-2012Pangan.pdf pada tanggal 19 Mei 2016 


































sangat dilarang didalam Islam, karena dapat mendatangkan kemudaratan kepada 
konsumen yang membeli dan mengkonsumsi makanan tersebut. 
Produk makanan yang memenuhi syarat sesuai dengan syariat Islam, 
antara lain: 
1. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang 
berasal dari kotoran. 
2. Semua bahan yang berasal dari bahan yang halal atau hewan halal yang 
disembelih menurut tata cara syariat Islam. 
3. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, tempat pengolahan, tempat 
pengelolaan terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara syariat Islam. 
Kualitas produk bukan hanya merupakan suatu syarat untuk mencapai 
kesuksesan dalam bisnis. Adanya masyarakat pelanggan yang fanatik terhadap 
suatu produk dikarenakan terbuktinya kualitas suatu komoditas tertentu. 
Termasuk kedalam jaminan kualitas adalah pengemasan dan pemberian label 
pada kemasan yang sesuai dengan kenyataan produk tersebut. Pemberian label 
ini misalnya meliputi kehalalan suatu produk, kadaluwarsa, bahan-bahan asal, 
dan lain-lain. Sedangkan dalam memproduksi pangan adalah kegiatan atau 
proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, 
mengemas, mengemas kembali atau mengubah bentuk pangan.
6
 
Saat ini, praktek rumah industri banyak dilakukan oleh masyarakat, 
terutama masyarakat kalangan menengah ke bawah. Hal ini dilakukan untuk 
menambah pemasukan ekonomi mereka. Salah satu daerah yang melakukan 
                                                          
6
 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Kencana, 2013), 110. 


































praktek kegiatan rumah industri ini adalah warga dusun Kesemen desa 
Cangkringsari kecamatan Sukodono kabupaten Sidoarjo. 
Warga desa Cangkringsari memanfaatkan keberadaan banyaknya objek 
wisata yang ada di daerah Sidoarjo. Objek wisata tersebut biasanya banyak 
dikunjungi oleh para wisatawan. Mereka memanfaatkan keberadaan wisata itu 
dengan cara memproduksi dan menjual produk rumah industri yang mereka buat 
berupa kue-kue. 
Produk rumah industri yang telah diproduksi oleh warga tersebut 
kemudian dititipkan pada toko kue untuk di jual. Produk kue yang diproduksi 
ada berbagai macam. Kue-kue yang telah diproduksi tersebut dikemas dalam 
kemasan plastik, kemudian di atas kemasannya dicantumkan nama produsen dan 
nama produk, namun tidak ada pencantuman batas konsumsi untuk kue-kue yang 
dapat bertahan lama. Hal ini bisa saja menimbulkan kerugian bagi konsumen 
yang membeli produk kue, karena mereka tidak mengetahui kapan kue tersebut 
masih layak atau tidak untuk dikonsumsi dan ini juga dapat membuka peluang 
bagi para produsen atau penjual untuk berlaku curang. 
Terjadi kecurangan hampir disetiap lini bidang kehidupan terutama dalam 
bidang perekonomian. Makanan kadaluwarsa yang kini banyak beredar berupa 
parcel dan produk-produk kadaluwarsa pada dasarnya sangatberbahaya karena 
berpotens ditumbuhi jamur dan bakteri yang akhirnya bisa menyebabkan 
keracunan.  
Karena hal tersebut di atas banyak masyarakat yang menyalahgunakan 
dengan sengaja mengedarkan produksi pangan tanpa mendapatkan izin dari 


































Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hal ini berhubungan dengan 
barang produksi illegal. Barang ilegal adalah barang yang beredar di pasar dalam 
negeri yang tidak mencantumkan tanda pendaftaran.
7
 Karena bahan produk 
pangan yang tanpa dilengkapi izin dari BPOM mudah didapat dan harganya jauh 
lebih ekonomis dan murah dibandingkan dengan bahan produk pangan yang 
legal. Keuntungan yang diperoleh penjual juga banyak. 
Keuntungan yang menggiurkan itu yang membuat semakin banyak 
masyarakat yang berminat menjadi penjual atau memproduksi pangan illegal. 
Banyak kasus yang terjadi contohnya pada kasus yang ditangani oleh Pengadilan 
Negeri Sidoarjo, Nafiyanto lelaki yang mengedarkan produk yang belum 
memiliki izin edar dari BPOM. Perdagangan ilegal adalah kegiatan ekonomi 
berupa jual beli barang yang melanggar hukum di wilayah negara Republik 
Indonesia dikarenakan barang tersebut belum memiliki tanda izin dari pihak – 
pihak terkait.
8
   
Nafianto adalah pemilik dari perusahaan toko roti FINA CAKE sejak 
tahun 2015, yang mana dalam memproduksi roti dia menggunakan bahan-bahan 
dasar yang ,sudah kadaluwarsa. Kadaluwarsa adalah keadaan tidak model lagi, 
terlewat dari batas waktu berlakunya yang ditetapkan.
9
 Masa kadaluwarsa suatu 
produk (tanggal, bulan, dan tahun) dicantumkan pada label makanan 
dimaksudkan agar konsumen mendapatkan informasi yang jelas mengenai 
                                                          
7
 Undang-undang  Republik Indonesia Nomor  7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 32 
Ayat (1) huruf b  
8
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang. 
9 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Perum 
Balai Pustaka, 1988), 404.  


































produk yang dibelinya atau dikonsumsinya.
10
 Dalam hal ini, Bahan dasar 
tersebut sudah tidak layak untuk digunakan produksi roti. Sehari dia dapat 
memproduksi olahan kue kering sebanyak 25 (dua puluh lima) karung. 
Dalam kasus ini Nafianto melakukan bisnisnya dengan cara melawan 
hukum, yang mana dalam prosesnya terdapat beberapa pelanggaran, sehingga 
Dalam kasus tersebut terdakwa Nafiyanto oleh Penuntut Umum didakwa dengan 
beberapa dakwaan alternatif, sebagai berikut : 
1. Pertama 
Pasal 62 jo pasal 8 ayat (3) UU-RI No. 8 Tahun 1999.  Tentang Perlindungan 
Konsumen.  
2. Kedua 
Ancaman hukuman yang dijatuhkan yaitu berdasarkan Pasal 140 Undang-
Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. 
3. Ketiga 
Pasal 141 Undang-Undang Tahun 2012 tentang Pangan. 
4. Keempat 
Ancaman pidana dalam Pasal 106 jo Pasal 24 ayat (1) UU-RI No. 7 Tahun 
2014 tentang Perdagangan. 
Alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan tersebut didasarkan 
pada keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan terkait hal itu. 
Namun, dalam perkara nomor: 433/Pid.Sus/2017/PN.Sda majelis hakim 
memutuskan terdakwa sesuai dakwaan alternatif kedua saja dan hanya dengan 
                                                          
10 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum perlindungan Konsumen (Jakarta: PT. 
RajaGrafindo Persada, 2004), 77. 


































pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan serta membayar biaya perkara sebesar Rp. 
5.000.- (lima ribu rupiah). 
Selain itu, merujuk pada hukum Islam, perdagangan pangan dan 
kadaluwFarsa tidak boleh karena mengandung unsur gharār. Gharār adalah 
ketidakjelasan. Jual beli gharār adalah jual beli atau akad yang mengandung 
unsur penipuan karena tidak adanya kejelasan suatu barang baik dari sisi harga, 
kualitas, kuantitas, maupun keberadaannya. Hal inilah yang kemudian termasuk 
perbuatan pidana. Hukuman pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fikih 
jinayah dimana segala ketentuan hukumannya atau perbuatan pidana yang 
dilakukan oleh orang-orang yang dapat dibebani kewajiban.
11
 Dalam hukum 
Islam, tindak pidana (jarimah) diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh 
syara yang diancam oleh Allah SWT, dengan hukuman hudud atau takzir.
12
 
Berdasarkan penjelasan di atas, Penulis merasa tertarik untuk melakukan 
penelitian terkait dengan pencantuman batas layak konsumsi. Maka dari itu, 
Penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut sebagai skripsi dengan judul: 
‚Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perdagangan Pangan dan Kadaluwarsa 
(Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 
433/Pid.Sus/2017/PN.SDA)‛.  
 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
1. Identifikasi masalah 
                                                          
11
 Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam ( Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1. 
12
Abdul Qadir Audah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Tim Tsalisah (Bogor: PT Kharisma 
Ilmu, 2007), 87. 


































Dalam paparan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan 
dikaji dalam penelitian ini, adalah: 
a. Kualifikasi bentuk penjatuhan pidana dalam tindak pidana perdagangan 
pangan dan kadaluwarsa menurut hukum positif. 
b. Kualifikasi bentuk penjatuhan pidana dalam tindak pidana perdagangan 
pangan dan kadaluwarsa menurut hukum Islam. 
c. Pertimbangan hakim dalam perkara Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 
433/Pid.Sus/2017/PN.Sda. 
d. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum dalam Putusan 
Nomor: 433/Pid.Sus/2017/PN.Sda. 
2. Batasan masalah  
Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 
a. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 433/Pid.Sus/2017/PN.Sda. 
tentang perdagangan pangan dan kadaluwarsa. 
b. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum dalam Putusan 
Nomor: 433/Pid.Sus/2017/PN.Sda. tentang perdagangan pangan dan 
kadaluwarsa. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan paparan latar belakang di atas dan untuk memuat penelitian 
ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan awal penelitian, maka penulis 
memfokuskan permasalahan pada:  


































1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap perdagangan pangan dan 
kadaluwarsa dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 
433/Pid.Sus/2017/PN.Sda? 
2. Bagaimanakah tinjauan hukum pidana islam terhadap perdagangan pangan 
dan kadaluwarsa dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 
433/Pid.Sus/2017/PN.Sda? 
 
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka adalah gambaran ringkas tentang penelitian terdahulu 
atau penelitian yang sudah ada sebelumnya tentang masalah yang akan diteliti, 
sehingga akan ada perbedaan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya, 
dan kajian ini tidak termasuk kajian pengulangan atau duplikat dari kajian 
sebelumnnya. Penelitian yang berkaitan dengan tema penulis diantaranya: 
1. Tesis yang ditulis oleh Anak Agung Ayu Diah Indrawati dengan judul 
‚Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Pelabelan Produk Pangan‛. Tesis ini 
membahas tentang Label dan Iklan Pangan yaitu pelabelan produk pangan 
sebagaimana diatur dalam PP No. 69 Tahun 1999 telah memenuhi asas-asas 
perlindungan konsumen dan apakah akibat hukum dari informasi tidak benar, 
jelas dan jujur dalam label.
13
  
2. Skripsi yang ditulis oleh Mei Minanda ‚perlindungan konsumen terhadap 
produk pangan industri rumah tangga tanpa tanggal kadaluwarsa berdasarkan 
                                                          
13
 Anak Agung Ayu Diah Indrawati, Tesis: “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Pelabelan 
Produk Pangan”,  (Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Udayana, Denpasar, 2011). Hal. 
65 


































hukum islam dan positif‛.  Skripsi ini membahas tentang produk pangan 
industri rumah tangga yang tanpa mencantumkan informasi kepada konsumen 




Dari beberapa uraian judul skripsi di atas, bisa dinyatakan bahwa 
pembahasan dalam judul skripsi ini berbeda dengan pembahasan beberapa judul 
di atas, yaitu tentang perdagangan pangan dan kadaluwarsa. 
 
E. Tujuan Penelitian 
Setiap penelitian ilmiah tentunya memiliki tujuan yang akan dicapai. 
Oleh karena itu penulis merumuskan tujuan skripsi berikut: 
1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perdagangan pangan dan 
kadaluwarsa dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 
433/Pid.Sus/2017/PN.Sda. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap perdagangan pangan dan 
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F. Kegunaan Hasil Penelitian 
Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan 
kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang 
diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu 
pengetahuan khususnya di dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku 
tindak pidana perdagangan pangan dan kadaluwarsa baik dari perspektif 
hukum positif maupun hukum Islam. 
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan  dapat menambah pengetahuan dan 
pemahaman masyarakat umum, kalangan mahasiswa agar dapat berhati – 
hati akan maraknya barang – barang pangan yang mana belum terjamin 
kualitasnya.  
3. Sebagai informasi untuk melakukan penelitian selanjutnya. 
 
G. Definisi Operasional 
Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, 
maka penulis memandang perlu menjelaskan beberapa istilah atau kata-kata 
yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah ‚Tinjauan 
Hukum Pidana Islam Terhadap Perdagangan Pangan Dan Kadaluwarsa (Studi 
Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 433/Pid.Sus/2017/PN.Sda.)‛, dan 
agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam judul skripsi ini maka penulis akan 
menguraikannya: 
1. Hukum pidana islam 


































Hukuman pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah. 
Yang mana al – jinayah berarti sesuatu yang dilarang atau diharamkan karena 




2. Perdagangan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan 
Perdagangan secara garis besar hanya menyangkut pada jual beli. Dan 
apabila kita perjelas kemba;li bahwasannya perdagangan adalah sebuah 
kegiatan yang dialkukan terhadap barang atau jasa untuk memperoleh 
keuntungan yang bersifat ekonomis.  
Bila melihat dari pengertian diatas bahwa yang diperdagangkan adalah 
berupa barang dan jasa. Disini penulis menggariskan pada pangan. Dalam 
perdagangan pangan terdapat beberapa ketentuan – ketentuan yang harus 
dipenuhi agar pangan tersebut layak untuk di perdagangkan, hal itulah yang di 
sebut sebagai standar keaman pangan. 
3. Kadaluwarsa  
Kadaluwarsa memiliki arti sudah lewat atau habisnya jangka waktu 
sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi akan 
membahayakan kesehatan yang mengkonsumsinya. Masa kadaluwarsa suatu 
produk (tanggal, bulan, dan tahun) dicantumkan pada label makanan 
dimaksudkan agar konsumen mendapatkan informasi yang jelas mengenai 
produk yang dibelinya atau dikonsumsinya. 
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 Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam( Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1. 


































Menurut penulis, kadaluwarsa merupakan suatu kondisi dari suatu 
produk yang jangka waktu pemakaian atau konsumsinya telah berakhir. Jika 
produk tersebut digunakan atau dikonsumsi akan menimbulkan efek yang buruk 
bagi yang menggunakan. 
 
H. Metode Penelitian 
Metode penelitian ini bermakna sebagai perangkat pengetahuan langkah 
sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenan dengan masalah 
tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan 
cara pemecahannya.
16
 Metode dalam penulisan skripsi ini dapat dijelaskan 
sebagai berikut: 
1. Data yang dikumpulkan 
Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu : 
a. Data Primer yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor:  
433/Pid.Sus/2019/PN.Sda. mengenai tindak pidana perrdagangan pangan dan 
kadaluwarsa. 
b. Data Sekunder berupa Ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana 
perdagangan pangan dan kadaluwarsa menurut hukum positif dan hukum 
pidana Islam.  
2. Sumber data penelitian 
Sumber data penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. 
a. Sumber Primer 
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Dalam hal ini, Sumber primer berupa bahan hukum yang bersifat 
autoritatif artinya mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini sumber data 
primairnya meliputi Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 
tentang Pangan,
17
 dan Putusan pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 
:433/Pid.Sus/2017/PN.Sda tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap 
Perdagangan Pangan Dan Kadaluwarsa.
18
. 
b. Sumber Sekunder.  
Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang menjelaskan  mengenai 
bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder mempunyai hubungan erat 
dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami 
bahan hukum primair. Misalnya rancangan undang-undang, hasil karya ilmiah 
para sarjana hukum dan hasil-hasil penelitian.  
3. Teknik pengumpulan data 
Jenis penelitian ini merupakan library research atau studi kepustakaan. 
Penelitian ini merupakan penelitian yang memusatkan pada obyek arsip. Oleh 
sebab itu, dalam proses pengumpulan data hanya akan menggunakan satu 
tekhnik pengumpulan data, yakni teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi 
adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkip, buku, 
jurnal dan sebagainya.  
4. Teknik pengolahan data 
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 Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 433/Pid.Sus/2017/PN.Sda. 


































Dalam mengolah data untuk penelitian ini, penulis menggunakan 
tekhnik sebagai beirkut: 
a. Editing, yaitu menyusun data secara sistematis yang diperoleh secara cermat 
dari kejelasan makna, keselarasan, relevansi, keseragaman, dan kesatuan 
atau kelompok data. 
b. Organizing, yaitu menyusun data secara sistematis dalam kerangka paparan 
yang lebih direncanakan sebagaimana data outline sehingga dapat 
menghasilkan perumusan yang deskriptif. 
c. Conclusing, yaitu melakukan analisa atau tindak lanjut dari perorganisasian 
data dengan menggunakan kaidah atau dalil sehingga diperoleh kesimpulan 
tertentu yang pada akhirnya kesimpulan tersebut menjadi jawaban atas 
permaslaahan yang telah dirumuskan.  
5. Teknis analisis data 
Analisis data penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yaitu 
sebuah metode yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang 
diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian 
dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat 
sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau apa adanya. Metode ini bertujuan 
untuk menggambarkan fenomena atau keadaan dalam pelaksanaan penjatuhan 






































I. Sistematika Pembahasan 
Sistematika  pembahasan ini bertujuan agar penyusunan skripsi terarah 
sesuai dengan bidang kajian, maka dariitu penulis membaginya menjadi 5 
(lima) bab, yang terdiri dari: 
Bab pertama adalah pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang 
masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian 
dan sistematika pembahasan. 
Bab kedua, berisi tentang landasan teori. Dalam bab ini berisi tentang 
pengertian dan landasan hukum yang terkait dengan perdagangan pangan dan 
kadaluwarsa baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. 
Bab ketiga, merupakan pembahasan mengenai putusan Pengadilan 
Negeri Sidoarjo Nomor: 433/Pid.Sus/2017/PN.Sda. Pembahasan dalam bab ini 
meliputi: (1) Deskripsi Kasus; (2) Tuntutan Jaksa; (3) Dakwaan; (4) Putusan 
Hakim; (5) Pertimbangan Hakim. 
Bab keempat, merupakan analisis dari penelitian yang meliputi: (1) 
Analisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor:  
433/Pid.Sus/2017/PN.Sda, tentang perdagangan pangan dan kadaluwarsa. (2) 
Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum dalam putusan 
Nomor: 433/Pid.Sus/2017/PN.Sda. tentang perdagangan pangan dan 
kadaluwarsa. 
Bab kelima adalah penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.  



































TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERDAGANGAN 
PANGAN DAN KADALUWARSA  
 
A. Perdagangan Pangan Yang Tidak Memenuhi Standar Keamanan Pangan Dan 
Kadaluwarsa Dalam Hukum Pidana Islam 
Pangan merupakan bagian terpenting dalam hidup manusia. Pangan 
termasuk dalam 3 kebutuhan pokok yang mana apabila salah satunya tidak ter 
penuhi maka kehidupan manusia akan terancam. Untuk hal ini penulis 
menjelaskan mengenai standar keamanan pangan. 
1. Legalitas Perdagangan Produk Pangan  
Dalam istilah perdagangan produk pangan adalah kegiatan operasional 
industri rumah tangga yang dihasilkan dari proses kegiatan industri rumah 
tangga, sehingga produk tersebut dapat diperdagangkan di masyarakat. Dalam 
perdagangan produk pangan, harus memahami istilah yang dinamakan Etika 
usaha yaitu ilmu yang mengatur hubungan antara perorangan dan organisasi, 
antara organisasi dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dan 
masyarakat luas. Mengingat pranata yang dipakai dalam penerapan etika adalah 
nilai (values), hak (rights), kewajiban (duties), peraturan (rules), dan hubungan 
(relationship), maka untuk memahami etika usaha Islami haruslah diketahui 
tata nilai yang dianut manusia, hak dan kewajiban manusia di dunia serta 
ketentuan aturan dan hubungan yang harus dipatuhi manusia, 


































baik yang menyangkut hubungan antarmanusia, hubungan manusia 
dengan alam dan tentunya hubungan manusia dengan Tuhan.
19
Adapun 
pengertian produk dan pangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 
produk yakni barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya 
dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi.
20
 




Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) memiliki kewenangan 
yang besar terhadap pengawasan setiap produk pangan, proses produksi, 
pendistribusian produk, serta pembinaan terhadap terhadap produsen tentang 
proses produksi yang baik. Hal ini dikarenakan BPOM telah mengemban 
tanggung jawab yang besar sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 
2002 Pasal 3 yaitu untuk menjamin produk yang dikonsumsi atau yang 
digunaksan oleh konsumen aman. 
Terkait dengan produk pangan yang diperdagangkan, terdapat kriteria  
yang mana Penulis memaparkan dalam bab ini, yaitu: 
a. Produk pangan layak konsumsi 
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 Veithzal Rifai dan Antoni Nizar Usman, Islamic Economics and Finance, Ekonomi dan 
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Produk pangan yang layak konsumsi adalah pangan yang berada dalam 
kondisi normal, yaitu tidak menyimpang seperti busuk, kotor, menjijikkan dan 
penyimpangan lainnya. Sedangkan pangan yang aman untuk dikonsumsi adalah 
pangan yang tidak mengandung bahan-bahan yang dapat membahayakan 
kesehatan seperti bahan yang dapat menimbulkan penyakit atau keracunan.
22
 
Pangan yang tercemar bakteri pathogen tidak selalu mengalami perubahan 
warna, bau dan rasa. Oleh karena itu bahan pangan yang layak dikonsumsi tidak 




Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, 
makanan yang memenuhi syarat adalah sebagai berikut: 
a) Diolah secara higienes. 
b) Tidak menggunakan bahan tambahan makanan yang dilarang seperti, 
pewarna rhodamin B, pewarna methanyl yellow, pengawet/pengenyal borax, 
pengawet formalin dan lainnya. 
c) Tidak mengandung cemaran-cemaran melampaui batas maksimal yang 
ditetapkan. 
d) Tidak menggunakan bahan pengawet yang melebihi batas yang 
diperbolehkan. 
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 Keputusan Kepala BPOM RI Tahun 2003 Tentang Pedoman Cara produksi Pangan. 
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e) Tidak mengandung bahan yang kotor, berbau tengik, terurai atau bahan 
nabati atau hewan yang berpenyakit, atau berasal dari bangkai, atau yang 
tidak layak dikonsumsi. 
f) Tidak kadaluwarsa. 
b. Pencantuman Batas Layak Konsumsi. 
Produk pangan harus memiliki pencantuman batas layak konsumsi ialah 
waktu yang telah ditentukan sebagai suatu masa yang baik untuk mengonsumsi 
suatu produk. Hal ini juga yang menjadi acuan para konsumen dalam membeli 
suatu produk makanan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pencantuman 
informasi batas layak konsumsi pada produk kemasa merupakan suatu hal yang 
sangat diperlukan. 
Kendala yang sering dihadapi oleh industri dalam penentuan umur 
simpan suatu produk adalah masalah waktu, karena bagi produsen hal ini dapat 
mempengaruhi jadwal peluncuran suatu produk pangan. Oleh karena itu 
diperlukan metode pendugaan umur simpan yang cepat, mudah dan mendekati 
umur simpan yang sebenarnya. 
Metode pendugaan umur simpan dapat dilakukan dengan metode 
Accelerated Shelf-life Testing (ASLT), yaitu dengan cara menyimpan produk 
pangan pada lingkungan yang menyebabkannya cepat rusak baik pada kondisi 
suhu atau kelembaban ruang penyimpanan yang lebih tinggi. Namun, pada 
penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah kue-kue tradisional yang 
memang pada dasarnya pembuatan kue tersebut telah dilakukan sejak dari dulu. 


































Sehingga para produsen kue lebih mengerti dan mngetahui masa simpan suatu 
produk tersebut berdasarkan dari kebiasaan yang telah lama dilakukan.
24
 
Pada Pasal 98 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, 
pada ayat 1 menyebutkan bahwa ketentuan mengenai label berlaku bagi pangan 
yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan. 
Pada ayat 2 juga dijelaskan bahwa ketentuan label tidak berlaku bagi 
perdagangan pangan yang dibungkus di depan pembeli. 
Oleh karena itu, para produsen dapat dengan mudah mengetahui jangka 
waktu produk dapat dikonsumsi. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh 
lain seperti kelembaban udara, proses pengemasan, tingkat kematangan suatu 
produk dan lainnya. Bagi produsen yang tidak mengetahui jangka penyimpanan 
produk juga dianjurkan untuk melakukan tes ketahanan produk dengan 
menyimpan produk pada kondisi yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan tidak 
banyak menghabiskan biaya dan cocok untuk produsen kecil. 
 
2. Produk Pangan Ilegal 
Pada Undang- Undang No 18 Tahun 2012 ini yang mengatur tentang 
perizinan pangan ada pada bab VIII tentang label dan iklan pangan, dimana 
pada bab ini jelas menunjukan bahwa setiap pelaku usaha yang memproduksi 
olahan pangan guna untuk diperdagangkan haruslah mencantumkan label dalam 
produknya dan secara tidak langsung dalam bab ini mengharuskan para pelaku 
usaha untuk mendaftarkan produk usahanya pada lembaga berwenang guna 
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mendapatkan label dan bisa mengedarkan produk pangan olahannya pada 
masyarakat. 




a) Keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap 
aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan 
agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. 
b) Keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan 
cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, 
merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. 
Berdasarkan Undang-Undang Pangan di atas terlihat jelas bahwa 
keamanan pangan terkait langsung dengan kesehatan manusia, yang dapat 
terjadi sebagai akibat cemaran. Standar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha 
pangan menurut pasal 69 Undang-Undang Pangan adalah: Penyelenggaraan 
keamanan pangan dilakukan melalui:
26
 
1. Sanitasi Pangan; 
2. Pengaturan terhadap bahan tambahan pangan; 
3. Pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik; 
4. Pengaturan terhadap iradiasi pangan; 
5. Penetapan standar kemasan pangan; 
6. Pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan; 
7. Jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan. 
Pada undang undang atau peraturan pemerintah lainnya dengan tegas 
disebutkan bahwa, setiap produsen atau pelaku usaha yang tidak mengindahkan 
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setiap peraturan yang telah ditetapkan akan mendapatkan sanksi sesuai 
peraturan yang berlaku. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 111 
Ayat 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan: 
Makanan dan minuman yang tidak memenuhi standar, persyaratan 
kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, 
ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen Pasal 8 Ayat 1 Huruf g disebutkan bahasa pelaku usaha dilarang 
untuk memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasa yang tidak 
mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau 
pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. 
Dari keterangan peraturan dan undang-undang di atas dapat ditentukan 
bahwa produk pangan yang tidak sesuai dengan undang-undang diatas adalah 
produk pangan yang dikategorikan illegal. Yang pada kelanjutannya tidak layak 
diedarkan karena tidak memiliki izin edar. 
 
3. Produk Pangan Kadaluwarsa 
Penentuan kualitas suatu produk dapat diukur, salah satunya dengan 
cara mengamati waktu kadaluwarsa yang dicantumkan oleh para produsen pada 
label kemasan produknya. Namun label kadaluwarsa yang dicantumkan bukan 
merupakan batasan mutlak suatu produk dapat digunakan. Pembatasan waktu 
yang dilakukan oleh para produsen berdasarkan hasil studi yang dilakukan. Ada 
produk yang setelah sampai masa kadaluwarsanya, produk tersebut tidak dapat 


































digunakan lagi, namun ada sebagian produk yang walaupun telah melewati 
masa kadaluwarsa yang telah ditentukan namun produk tersebut masih layak 
untuk dikonsumsi. 
Kadaluwarsa dapat diartikan sebagai suatu batas waktu konsumsi atau 
penggunaan atas suatu produk yang telah ditetapkan dalam jangka waktu 




Kadaluwarsa memiliki arti sudah lewat atau habisnya jangka waktu 
sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi akan 
membahayakan kesehatan yang mengkonsumsinya. Masa kadaluwarsa suatu 
produk (tanggal, bulan, dan tahun) dicantumkan pada label makanan 
dimaksudkan agar konsumen mendapatkan informasi yang jelas mengenai 
produk yang dibelinya atau dikonsumsinya.
28
 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 
menyebutkan bahwa tanggal kadaluwarsa adalah batas akhir suatu makanan 
dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk produsen.
29
 
Pada Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 180/Men.Kes/Per/IV/1985 
Tentang Makanan Kadaluwarsa menyebutkan bahwa makanan yang rusak, baik 
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sebelum maupun sesudah tanggal kadaluwarsa dinyatakan sebagai bahan 
berbahaya. 
Berkaitan dengan penetapan tanggal kadaluwarsa pada kemasan suatu 
produk, perlu mendapat perhatian agar tidak terjadi kesalahan pengertian, 
karena tanggal kadaluwarsa tersebut bukan merupakan batas mutlak suatu 
produk dapat digunakan atau dikonsumsi, karena tanggal kadaluwarsa tersebut 
hanya merupakan perkiraan produsen berdasarkan hasil studi atas 
pengamatannya, sehingga barang yang sudah melewati masa kadaluwarsa juga 
masih bisa untuk dikonsumsi sepanjang dalam kenyataannya produk tersebut 
masih aman untuk dikonsumsi, sebaliknya suatu produk dapat menjadi rusak 
atau berbahaya untuk dikonsumsi sebelum tanggal kadaluwarsa yang tercantum 
pada label produk tersebut. 
Dengan adanya penetapan kadaluwarsa pada kemasan pangan dapat 
memudahkan konsumen, meskipun pangan yang diproduksi dapat menurun 
kualitasnya sebelum habis masa kadaluwarsanya. Adapun manfaat dari 
penetapan kadaluwarsa tidak hanya terbatas bagi para konsumen saja, tetapi 
juga bagi para distributor dan produsen itu sendiri. Bagi para distributor dan 
penjual makanan dapat mengatur stok barangnya, sedangkan produsen 
dirangsang untuk lebih menggiatkan pelaksanaan pengontrolan kualitas 
terhadap produknya. 
 
B. Perdaganangan Pangan Dan Kadaluwarsa Menurut Hukum Pidana Islam 
1. Konsep Perdagangan Menurut Hukum Islam 


































a. Konsep Perdagangan Produk Barang 
Terdapat beberapa definisi Perdagangan atau jual beli yang dikemukakan 
para ulama fikih, sekalipun subtansi dan tujuan masing-masing definisi sama. 
Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas 
dasar saling merelakan, atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat 
dibenarkan
30
. Dalam memahami bisnis perdagangan yang Islami haruslah 
diketahui tata nilai Prinsip- prinsip perdagangan dan etika bisnis dalam Islam 
antara lain: 
1) Kesatuan (unity) Merupakan refleksi konsep tauhid yang memadukan seluruh 
aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik budaya menjadi keseluruhan 
yang homogen, konsisten dan teratur. Adanya dimensi vertikal (manusia 
dengan penciptanya) dan horizontal (sesama manusia).
31
 Prakteknya dalam 
bisnis : 
a) Tidak ada diskriminasi baik terhadap pekerja, penjual, pembeli, serta mitra 
kerja lainnya (QS. 49:13) 
Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang 
yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling 
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bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Mengenal. 
 
b) Meninggalkan perbuatan yang tidak beretika dan mendorong setiap individu 
untuk bersikap amanah karena kekayaan yang ada merupakan amanah Allah 
(QS. Al Kahfi (18) ayat:46) 
 
Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-
amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu 
serta lebih baik untuk menjadi harapan. 
 
Sedangkan hadist dari perilaku amanah dalam berbisnis adalah: 
Muhammad dalam berniaga menggunakan etika ini sebagai prinsip dalam 
menjalankan aktivitasnya. Ketika Muhammad sebagai salah satu karyawan 
Khadijah, ia memperoleh kepercayaan penuh membawa barang-barang dagangan 
Khadijah untuk dibawa dan dijual di Syam. Ia menjaga barang dagangannya 
dengan baik selama dalam perjalanan. Dengan ditemani Maisarah, Muhammad 
menjual barang-barang tersebut sesuai dengan amanat yang ia terima dari 
Khadijah. Agar barang dagangannya aman selama dalam perjalanan, Muhammad 
bersama-sama dengan rombongan kafilah dagang. Selama dalam perjalanan 
kafilah-kafilah tersebut merasa aman karena dikawal oleh tim keamanan atau 
sudah ada jaminan dari suku tertentu.
32
 
b. Syarat-Syarat Perdagangan Produk Barang 
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Adapun Syarat perdagangan atau jual beli ialah suatu ketentuan yang 
ditetapkan atas setiap masingmasing rukun. Adanya objek yang diperjualbelikan 
merupakan salah satu rukun jual beli, adapun yang menjadi objek dari jual beli 
dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dapat berupa dalam bentuk barang maupun 
jasa. Syarat dari objek yang berbentuk barang ialah sebagai berikut: 
1) Barang harus suci. Barang yang dijual harus merupakan barang yang suci 
bukan barang yang najis. Begitu juga tidak sah jual beli barang yang 
tercampur najis yang tidak dapat disucikan, seperti jual beli cuka, susu, cat, 
dan adonan yang tercampur kotoran, dan lemak, minyak zaitun, mentega dan 
madu atau sirup yang terkena najis karena termasuk dalam pengertian najis 
yang tidak dapat disucikan. Adapun barang yang dapat disucikan, seperti baju 
yang terkena najis atau batu bata yang diolah dengan cairan najis, jual belinya 
sah karena ia dapat disucikan.
33
 Sumber hukum pendapat ashah dalam 
masalah lemak, yaitu andaikan lemak dapat dijual, tentu kita tidak diperintah 
membuang minyak samin, seperti dalam hadist berikut: 
Dari Maimunah, istri Nabi SAW. Bahwa ada seekor tikus yang jatuh ke 
dalam samin (sejenis mentega), lalu mati. Kemudian hal itu ditanyakan 
kepada Nabi saw. Dan beliau menjawab, ‘Buanglah tikus dan samin 
yang ada disekitarnya, dan makanlah (samin yang tersisa).’‛ (HR. 
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2) Memberi manfaat menurut syara’. Barang yang diperjualbelikan diharuskan 
untuk dapat memberi manfaat menurut syara’, tidak dibenarkan jual beli 
barang yang tidak bermanfaat. Jual beli barang yang tidak berguna tidak sah 
hukumnya.
35
 Bangkai, khamar dan darah tidak dapat dijadikan objek jual beli 
karena tidak bermanfaat bagi kaum muslim.
36
 Jual beli barang-barang yang 
tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara’ juga dilarang dalam Islam. 
Tindakan tersebut sama halnya dengan melakukan perbuatan yang sia-sia. 
3) Barang tersebut dapat diserahkan atau tidak dialihkan kepemilikannya, baik 
cepat maupun lambat, saat berlangsung aqad atau pada waktu yang disepakati. 
Karenanya tidak sah jual beli jika barangnya tidak dapat diserah terimakan. 
4) Objek yang diperjualbelikan merupakan hak milik diri sendiri atau milik orang 
lain yang telah diberikan kuasa olehnya. Dengan demikian, sifatnya belum sah 
dimiliki seseorang dan tidak boleh diperjualbelikan, seperti minyak yang 
masih dalam tanah, ikan di laut, karena minyak dan ikan belum dimiliki oleh 
penjual. Sedangkan terhadap barang milik orang tidak dapat diperjualbelikan 
jika tidak mendapat izin dari pemiliknya.
37
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5) Objek atau barang yang berupa materi dan sifatnya dapat dinyatakan secara 
jelas. Tidak sah jual beli objek yang menimbulkan keraguan pada salah satu 
pihak, karena ketidakjelasan materi dan sifat sifatnya. Untuk itu, setiap 
barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui ukuran dan banyaknya, 
beratnya, takarannya, harganya atau ukuran-ukuran yang lainnya. 
6) Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah. Barang, harga, 
aqid harus terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tersebut menjadi 
tidak sah, seperti riba.
38
 
Pada pembahasan ini, apabila dikaitkan dengan penelitian yang sedang 
dilakukan, maka dapat dengan jelas disimpulkan bahwa barang atau objek yang  
dijelaskan di atas dapat dimaksud dengan barang berupa makanan. Jadi makanan 
yang dijadikan objek jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
Pertama, makanan yang dijual bukanlah najis berupa. olahan dari barang 
yang najis seperti anjing, babi, darah dan lainnya. Makanan tersebut juga bukan 
makanan yang telah terkena najis. Pada saat ini banyak kasus ditemukan tempat-
tempat makanan yang menyajikan makanan dari hewan-hewan yang dilarang 
untuk dikonsumsi seperti anjing, babi, tikus, kucing dan lainnya. 
Kedua, makanan tersebut haruslah yang dapat memberikan manfaat. Pada 
umumnya, semua yang dikatakan makanan memberikan manfaat kecuali 
makanan yang diolah dari barang-barang yang dilarang untuk dikonsumsi dalam 
islam dan zatzat yang secara ilmiah diketahui berbahaya untuk dikonsumsi. Hal 
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itu jelas tidak mendatangkan manfaat tapi mengundang penyakit dan mengancam 
kesehatan. 
Ketiga, makanan yang dijual dapat diserahkan kepada pembeli, dan 
makanan tersebut bukan makanan yang telah dialihkan kepemilikannya selama 
akad tersebut dilakukan. 
Keempat, makanan yang diperjualbelikan merupakan hak milik sendiri 
atau hak milik orang lain dengan syarat orang tersebut telah memberikan 
kuasanya kepada penjual. Pada penelitian ini diketahui bahwa tidak semua 
makanan yang dijual di toko merupakan milik penjual tapi ada makanan yang 
dititipkan kepada pemilik toko untuk dijual. Hal ini dapat dimengerti bahwa 
produsen barang telah memberikan kuasanya kepada pemilik toko untuk menjual 
makanan tersebut di toko penjual dengan kesepakatan tang disepakati bersama. 
Kelima, makanan, harga, penjual dan pembeli harus terhindar dari hal-hal 
yang dapat menjadikan akad tersebut tidak sah. Seperti pencantuman 
keteranganketerangan yang penting pada suatu produk, hal ini dilakukan agar 
semuanya menjadi jelas baik itu secara kuantitas maupun kualitas. dan tidak 
menimbulkan keraguan pada salah satu pihak, karena hal itu dapat menjadikan 
transaksi jual beli tersebut menjadi tidak sah. 
Hal ini dapat dimisalkan seperti pembeli yang merasa dirugikan, baik 
karena dikurangi kadarnya maupun kualitasnya, dapat dipastikan tidak akan 
berbelanja lagi ketempat yang sama. Jika kecurangan dan kedustaan ini terus 
dipelihara, maka bangkrutlah usahanya. Selain itu, praktik kezaliman seperti ini 
akan mendapatkan murka dari Allah SWT. Rasulullah SAW. bersabda: 




































Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah saw. Pernah 
melewati sebuah tumpukan makanan. Lalu beliau memasukkan 
tangannya ke dalam tumpukan tersebut dan jari-jarinya basah. Maka 
beliau bertanya, ‘Apa ini wahai penjual makanan?’ Ia menjawab, 
‘Terkena hujan wahai Rasulullah.’ Beliau bersabda, ‘mengapa tidak 
engkau letakkan di bagian atas makanan agar orang orang dapat 
melihatnya? Barangsiapa menipu maka ia bukan termasuk 
golonganku’. (HR. Muslim).39 
 
Dari hadist di atas, dapat kita ketahui bahwa dalam perdagangan atau jual 
beli haruslah berlaku transparan, tidak ada unsur penipuan yang menyebabkan 
kerugian bagi sebelah pihak. Jadi usaha yang baik dan jujur itulah yang paling 
menyenangkan, yang akan mendatangkan keberuntungan, kebahagiaan, dan 
sekaligus keridhaan Allah SWT. 
2. Landasan Hukum Islam Terhadap Perdagangan Pangan dan Kadaluwarsa 
Dalam Islam, hukum dari perdagangan pangan dan kadaluwarsa tidak 
diatur secara khusus, akan tetapi dalam hukum Islam Allah SWT. 
memerintahkan umat Islam agar mengonsumsi makanan yang baik dan halal, 
sebagaimana firman Allah SWT. dalam surah al-Baqarah ayat 168 yang berisi 
tentang perintah untuk mengonsumsi makanan yang baik dan halal, yaitu: 
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Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang 
terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. 
Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu.‛ 
 
Dari ayat diatas dapat kita pahami bahwa setiap muslim harus 
mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Makanan yang halal dan baik disini 
ada dua macam, yaitu halal dari cara memperolehnya dan makanan tersebut 
terbuat dari bahan yang halal, tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan. 
Sedangkan apa yang dimaksud baik disini adalah apa yang dianggap dan 
dirasakan oleh jiwa baik. Makanan yang enak dan lezat belum tentu baik untuk 
tubuh, dan boleh jadi makanan tersebut berbahaya bagi kesehatan. Selanjutnya 
makanan yang tidak halal bisa mengganggu kesehatan rohani seseorang. 
Allah telah membuat kriteria makanan yang boleh dikonsumsi dengan 
standar halalan tayyiban. Pengertian halalan di sini berarti jenis makanan yang 
diperbolehkan dikonsumsi dan tidak diharamkan. Sedangkan pengertian tayyiban 
berarti semua jenis makanan yang memberi manfaat manusia karena telah 
memenuhi syarat kesehatan, tidak najis, tidak memabukkan, tidak membawa 
pengaruh negatif bagi kesehatan fisik dan psikis, serta diperoleh dengan cara 
yang halal. 
Walaupun dalam ajaran Islam tidak diatur secara khusus mengenai hal-hal 
yang berkaitan dengan produk pangan ilegal dan kadaluwarsa, namun secara 
historis terdapat praktik yang mengisyaratkan tentang konsep perdagangan 


































produk pangan dan kadaluwarsa. Hal ini dimulai pada saat Muhammad (sebelum 
diangkat menjadi Rasul) membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid 
dengan mendapatkan imbalan atau upah. walaupun tidak banyak literatur yang 
berbicara tentang aspek konsep perdagangan produk pangan dan kadaluwarsa 
pada saat perdagangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, namun kita dapat 
menemukan prinsip-prinsip konsep perdagangan produk pangan dan kadaluwarsa 
dari praktik perdagangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. 
Setelah Muhammad diangkat menjadi Rasulullah SAW, konsep 
perdagangan produk barang juga mendapat perhatian dalam ajaran Islam, baik 
dalam Alquran maupun hadis. Perdagangan yang adil dan jujur menurut Alquran 
adalah perdagangan yang tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi.
40
 Allah 
berfirman dalam QS. al- Baqarah (2): 279 yang berbunyi: 
 
Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka 
ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika 
kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; 
kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.‛ 
 
Sepintas ayat ini memang berbicara tentang riba, tetapi secara implisit 
mengandung pesan-pesan konsep perdagangan produk barang. Dalam konteks 
perdagangan, tentu saja potongan akhir ayat tersebut mengandung perintah 
konsep perdagangan produk barang, bahwa antara pelaku usaha dan konsumen 
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dilarang untuk saling menzalimi atau menganiaya. Hal ini terkait dengan 
penganiayaan hak-hak konsumen maupun hak-hak produsen. 
 
C. Hukuman Menurut Hukum Islam Jari<mah Ta’zi<r 
1. Pengertian Tindak Pidana atau Jari>mah 
Hukum pidana Islam sering disebut dalam fikih dengan istilah jina>yah 
atau jari>mah. Kata jina>yah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau 
tindak pidana.
41
 Dalam mempelajari fikih jina>yah, ada dua istilah penting yang 
terlebih dulu harus dipahami. Pertama adalah istilah jina>yah itu sendiri dan 
kedua adalah jari>mah.Jina>yah adalah semua perbuatan yang diharamkan syara 
(hukum Islam). Adapun pengertian jari>mah sebagai berikut: 
 
  ٍ ْرِيزَْعت  ْوَأ    د َِبِ َاْنَْع  هاللَرَخَز   ةَّيِع َْشَ   تاَرْو هظْحَم   
)Jari>mah adalah) larangan syara’ yang oleh Allah diancam  
dengan hukuman had atau ta’zi>r).42 
 
2. Pengertian Jari<mah Ta’zi<r 
Berdasarkan istilah hukum Islam, ta’zir adalah hukuman yang bersifat 
mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai h{ad dan tidak pula harus 
membayar kaffarah atau diya<t.
43
 Ta’zi<r menurut bahasa adalah mashdar (kata 
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dasar) yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, 
memuliakan, membantu. Disebut ta’zi<r karena hukuman tersebut sebenarnya 




Dalam fiqh jina<yah, ta’zi<r merupakan bentuk jari<mah yang sanksi 
hukumannya ditentukan oleh ulil amri. Jari<mah ta’zi<r sering disebut jari<mah 
kemaslahatan untuk umum. Dalam kasus ini seorang ulil amri diberikan 
kebebasan berijtihad untuk menentukan vonis kepada pembuat jari<mah, sesuai 
dengan jenis jari<mah dan keadaan pelakunya.
45
 
3. Dasar Hukum Ta’zi<r 
Jari<mah ta’zi<r al-Qur’an dan hadits tidak menerapkan secara terperinci 
baik dari segi bentuk jari<mah maupun hukumannya. Dasar hukum 
disyariatkannya sanksi bagi pelaku jari<mah ta’zi<r adalah at- ta’zi<r yadu<r ma’a 
mashlahah, artinya hukum ta’zi<r didasarkan pada pertimbangan kemasalahatan 
dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.
46
 
Ayat al-Qur’an yang dijadikan landasan adanya jari<mah ta’zi<r adalah 
surah al-Fath ayat 8-9: 
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 Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, 





 Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-
Nya, menguatkan (agama) Nya, membesarkan-Nya. Dan 
bertasbih kepada-Nya, di waktu pagi dan petang.  
 
Adapun hadits yang dijadikan dasar adanya jari<mah ta’zi<r adalah sebagai 
berikut: 
a. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim yang artinya ‚Dari Bahz 
Ibn hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi Saw menahan seseorang 
karena disangka melakukan kejahatan‛.  
b. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Burdah yang artinya ‚Dari Abu 
Burdah Al-Anshari RA. Bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda: tidak 
boleh dijilad diatas sepuluh cambuk kecuali didalam hukuman yang telah 
ditentukan oleh Allah ta’ala‛. 
c. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah yang  ‚Dari Aisyah RA. Bahwa 
nabi bersabda: Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah 
melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jari<mah h{udu<d‛. 
Secara umum ketiga hadits tersebut menjelaskan tentang eksistensi ta’zi<r 
dalam syariat Islam. Hadits pertama menjelaskan tentang tindakan nabi yang 
menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk 
memudahkan boleh lebih dari sepuluh cambukan untuk membedan dengan 


































jari<mah h{udu<d. Dengan batasan hukuman ini dapatlah diketahui mana yang 
termasuk jari<mah h{udu<d dan mana yang termasuk jari<mah ta’zi<r.  
4. Macam-macam Sanksi Jari<mah Ta’zi<r 
Hukuman ta’zi<r banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman teringan 
sampai hukuman yang terberat yaitu hukuman mati. Hukuman ta’zi<r dibagai 
menjadi beberapa macam yaitu: 
a. Hukuman ta’zi<r yang berkaitan dengan badan 
Sanksi ta’zi<r yang berkaitan dengan badan dibedakan menjadi 2, yaitu: 
1
 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 299.  
1) 1 M. Nurul Irfan dan Masyrofah Hukuman mati 
Menurut syari’at Islam ta’zi<r adalah untuk memberikan pengajaran 
(ta’di<b) dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu, dalam hukum ta’zi<r 
tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan 
tetapi beberapa fuqoha memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut 
yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki 
demikian. Maksutnya adalah ketika jalan lain sudah tidak berhasil ditempuh 
maka dengan penghilangkan nyawanya adalah jalan satu-satunya.
47
 
2) Hukuman jilid (cambuk) 
Imam Abu Hanifah dan Muhammad mengatakan bahwa batas tertinggi 
dilakukannya hukuman jilid dalam jari<mah ta’zi<r adalah 39 kali, dan menurut 
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Abu Yisif adalah 75 kali. Hukuman ini dikatakan lebih efektif karena memiliki 
beberapa keistimewaan dibandingkan hukuman lainnya, yaitu:
48
 
a) Lebih menjerakan karena dirasakan langsung secara fisik 
b) Bersifat fleksibel, karena setiap jari<mah memiliki jumlah cambukan yang 
berbeda-beda 
c) Berbiaya rendah, tidak membutuhkan dana besar dan penerapannya sangat 
praktis. 
d) Lebih murni dalam penerapan prinsip, karena sanksi ini bersifat pribadi dan 
tidak sampai menelantarkan keluarganya.  
b. Hukuman ta’zi<r yang berkaitan dengan kemerdekaan  
Ada 2 jenis hukuman ta’zi<r yang berkaitan dengan kemerdekaan, yaitu:  
1) Hukuman penjara  
Ada 2 macam hukuman penjara dalam Islam.
49
 Pembagian ini didasarkan 
pada lama waktunya. Pertama, yaitu hukuman penjara terbatas. Masa waktu 
terendah penjara terbatas ini adalah satu tahun sedangkan batas waktu 
terlamanya para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan satu tahun 
bahkan lebih. Kedua, yaitu hukuman penjara tidak terbatas oleh waktu. 
Hukuman penjara ini dilakukan hingga terhukum mati atau bertaubat dan 
dikenakan kepadaa penajahat yang melakukan kejahatannya berulang-ulang atau 
penjahat yang membahayakan orang lain.  
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2) Hukum pengasingan 
Jari<mah ta’zi<r yang dikenai hukuman pengasingan adalah orang yang 
berperilaku waria yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan mengasingkan 
keluar Madinah. Pada dasarnya hukuman ini dilakukan kepada pelaku jari<mah 
yang dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh buruk kepada msyarakat. Selain 
itu hukuman ini perlu didukung dengan pengawasan yang ketat agar pelaku 
jari<mah tidak melarikan diri.50 
c. Hukuman ta’zi<r yang berkaitan dengan harta 
Hukuman ini bukan ditujukan untuk mengambil harta yang nantinya akan 
digunakan untuk hakim sendiri maupun untuk negara, namun hanya menahannya 
sementara waktu.  
Imam Ibnu Taimiyyah membagi hukuman ta’zi<r menjadi tiga bagian 
dengan mempertimbangkan pengaruhnya terhadap harta tersebut, yaitu:  
1) Menghancurkan harta yang mengarah kepada hal-hal yang bersifat mungkar.  
Contohnya penghancuran minuman keras atau botol sisa yang dikoleksi.  
2) Mengubah harta pelaku yang bersifat mungkar untuk dijadikan aksesoris 
rumah. 
3) Memiliki harta atau barang berharga pelaku namun telah disetujui oleh hakim 
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DESKRIPSI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI 
SIDOARJO NOMOR: 433/Pid.Sus/2017/PN.Sda 
 
A. Deskripsi Kasus Tentang Penjatuhan Pidana dalam Perdagangan Pangan dan 
Kadaluwarsa Putusan Nomor : 433/Pid.Sus/2017/PN.Sda 
Terdakwa dalam kasus ini adalah Nafiyanto, berumur 39 Tahun dan 
beralamat di Dusun Kesemen Rt. 26 Rw. 06, Desa Cangkringsari, Kecamatan 
Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Terdakwa merupakan pemilik dari perusahaan 
toko roti FINA CAKE.
51
 
Awal mulanya sejak tahun 2009 terdakwa menjalankan usaha dagangnya 
dengan membuat kue kering dengan merek Fina Cake dengan modal usaha Rp. 
35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah). Dalam menjalankan usahanya 
terdakwa memiliki pegawai sebanyak 5 orang yang masing-masing bekerja 
sebagai pembuat dan pencetak kue, menyelep dan mengopen kue. Adapun alat 
dan sarana untuk pembuatan kue tersebut adalah bangunan rumah yang sebagian 
terdakwa gunakan, 1 unit mesin oven, 1 unit mesin giling, 100 loyang. Bisnis 
terdakwa dalam memproduksi roti dijual kepada pelanggan-pelanggannya sejak 
tahun 2014. 
Sejak 2015 sampai tanggal 21 September 2016, terdakwa dalam 
memproduksi berupa kue kering Fina Cake bentuk bulat, kotak dan kura 
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 Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 433/Pid.Sus/2017/PN.Sda. 


































serta pia. Namun dalam bahan olahannya menggunakan  Bahan baku yang 
didapat dari perusahaan PT. Murni Anugerah Mandiri. Bahan baku yang sudah 
kadaluwarsa tersebut sebenarnya unruk bahan pakan ternak, yang mana secara 
kualitas bahan tersebut tidak layak digunakan sebagai bahan baku untuk bahan 
olahan produk roti. 
Untuk mendapatkan bahan baku yang kadaluwarsa tersebut, terdakwa 
melakukannya dengan cara menanyakan stok keberadaan bahan kadaluwarsa 
tersebut kepada pihak perusahaan, terdakwa mengkorfirmasi untuk 
memastikannya keberadaanya. Jika bahan baku tersebut sudah ada, maka 
terdakwa langsung datang keperusahaan tersebut untuk membelinya dengan cara 
pembayaraan tunai. Bahan biskuit dan wafer yang sudah kadaluwarsa tersebut 
dibeli dengan harga Rp. 2.500,- / kg. biasanya perusahaan menjual bahan tersebut 
kepada terdakwa dalam sebulan mencapai antara 60 kg sampai dengan 2 ton. 
Dalam satu bulan terdakwa mengambil bahan tersebut antara 1 sampai 4 kali 
proses pengambilan tergantung persediaan bahan dari perusahaan. 
Adapun Proses produksi kue tersebut, terdakwa mencampur bahan wafer 
dan biskuit yang sudah kadaluwarsa tersebut kedalam ember lalu diaduk. Setelah 
tercampur, adonan tersebut dimasukkan ke dalam mesin selepan untuk 
dihaluskan, setelah halus kemudian dimasukkan kedalam gudang. Dalam sehari 
terdakwah dapat memproduksi bahan olahan kue kering sebanyak 25 (dua puluh 
lima) karung dengan berat -+ 50 kg / karung dan untuk hasilnya, sehari 


































menghasilkan 90 loyang. Hasil tersebut selanjutnya dijual dengan harga Rp. 
4.000,- / mika. 
Dalam hal ini terdakwa mengetahui bahwa bahan-bahan baku tersebut 
sudah kadaluwarsa yang oleh pihak produsen dijual untuk bahan pakan ternak 
karena bahan tersebut sudah tercemar dan tidak layak digunakan dengan bahan 
baku pembuatan pangan. Namun oleh terdakwa bahan tersebut digunakan untuk 
campuran membuat kue karena bahan baku tersebut sangat ekonomis dan murah. 
Kemudian hasil produksinya di perdagangkan dengan merk Fina Cake dimana 
usaha dagang tersebut bertempat di Dusun Kesemen Rt 26 Rw 06, Desa 
Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Usaha dagang 
terdebut diketahui belum memiliki TDP, SIUP dan TDI dari Disperindag atau 
Dinas Perijinan. 
Sehingga pada tanggal 22 September 2016, Polisi dari Polda Jatim telah 
melakukan penggeledahan ditempat usaha Terdakwa. Kemudian team melakukan 
penyitaan barang usaha milik Terdakwa, diantaranya adalah : 
1. 1 buah mixer listrik 
2. 1 buah mesin aduk, 
3. 5 alat open, 
4. 1 timbangan duduk, 
5. 1 mesin giling, 
6. 16 loyang, 
7. 5 bandel @@@@@/100 biji mika kosong, 


































8. 1 buah mika isi 12 cake bentuk bulat dan kotak mawar, 
9. 1 surat pembelian, 
10. ½ plastic wafer kadaluwarsa, 
11. ½ wafer renjeng dan ½ plastik campuran wafer dan biskuit. 
Kemudian barang-barang tersebut dijadikan barang bukti dalam 
pemeriksaan kasus Terdakwa dalam persidangan tindak pidana. 
B. Dakwaan 
Dalam kasus tersebut terdakwa Nafiyanto oleh Penuntut Umum didakwa 
dengan beberapa dakwaan alternatif, sebagai berikut : 
1. Kesatu 
Dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan byang rusak, 
cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan 
benar. Terdakwa memproduksi kue kering, dengan menggunakan bahan baku 
yang sudah kadaluwarsa. Sedangkan Terdakwa  mengetahui bahwa bahan 
tersebut tidak layak untuk dijadikan bahan produk pangan.Perbuatan Terdakwa 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 jo pasal 8 ayat (3) UU-RI 
No. 8 Tahun 1999.  Tentang Perlindungan Konsumen.  
2. Kedua 
Dalam memproduksi pangan, Terdakwa dengan sengaja 
memperdagangkan hasil produksinya tidak memenuhi standar keamanan pangan. 
Ancaman hukuman yang dijatuhkan yaitu berdasarkan Pasal 140 Undang-Undang 
No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. 



































Terdakwa dengan sengaja memperdagangkan pangan yang tidak sesuai 
dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan 
pangan. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
Pasal 141 Undang-Undang Tahun 2012 tentang Pangan. 
4. Keempat 
Terdakwa melakukan kegiatan usaha perdagangan yang tidak memiliki 
perizinan dibidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri. Perbuatan 
Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 jo Pasal 24 
ayat (1) UU-RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. 
 
C. Tuntutan Jaksa 
Dalam uraian di atas, setelah mempelajari keterangan-keterangan dan 
barang bukti yang diajukan dipersidangan, dalam Tuntutan (requisitoir) Penuntut 
Umum tanggal 14 pebruari 2017 Nomor : Reg.Perk. : 10/Sidoa/Ep.2/01/2017. 
Oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan sebagaimana 
berikut : 
1. Menyatakan Terdakwa Nafiyanto telah terbukti bersalah secara sah dan 
meyakinkan melakukan tindak pidana ‚tidak memenuhi standart keamanan 
pangan‛ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 140 
UU Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan. 
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana selama 1 (satu) tahun. 


































3. Menyatakan barang bukti berupa : 
a. 1 buah mixer listrik, 1 buah mesin aduk, 5 open, 1 timbangan duduk dan  1 
mesin giling, dirampas untuk Negara. 
b. 16 loyang, 5 bandel @@@@ a. 100 biji mika kosong, I buah mika isi 12 cake bentuk 
bulat, kotak mawar, 1 surat pembelian, ½ plastic wafer kadaluwarsa, ½ wafer 
renjeng dan ½ plastik campuran wafer dan biskuit yang sudah digiling, 
dirampas untuk dimusnahkan. 
c. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu 
rupiah). 
Alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan tersebut didasarkan 
pada keterangan saksi-saksi sebagai berikut : 
1. William Smith, Tjio. 
Saksi adalah seorang yang bekerja disebuah peerusahaan bernama PT. 
Murni Anugerah Mandiri, yang bergerak dalam bidang produksi makanan dan 
minuman,  sebagai salah satu direktur. 
Barang produk perusahaan yang sudah dipasarkan akan ditarik kembali 
dari pasaran oleh pihak perusahaan 2-3 bulan sebelum waktu kadaluwarsa 
sebgaimana yang tercamtum dalam kemasan produk barang. Kemudian sisa 
produk yang sudah kadaluwarsa diambil kemasannya atau bungkusnya lalu 
dikumpulkan jadi satu, dan dijual kembali khusus untuk pakan ternak, sehingga 
tidak layak untuk dikonsumsi manusia. 


































Saksi menyatakan bahwa Terdakwa membeli produk perusahaan yang 
sudah kadaluwarsa untuk pakan ternak sejak tahun 2016 dan dalam1 (satu) bulan, 
terdakwa membeli antara 1-2 ton. Hal ini saksi ketahui setelah melihat bon atau 
catatan penjualan pada bagian pemasaran. Terdakwa membelinya dengan dibayar 
tunai dan sepakat dengan harga perkilonya Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus 
rupiah). 
Selain itu saksi tidak tahu apabila barang yang sudah kadaluwarsa 
tersebut dijadikan sebagai campuran bahan baku pembuatan kue kering oleh 
Terdakwa. 
2. Kamsini. 
Saksi adalah karyawan di perusahaan PT. United Waru Manufacturing 
(UBM) yang bergerak dalam bidang produksi makanan ringan, dengan tugas 
mengurus keluar masuk barang gudang. 
Barang produk perusahaan yang sudah dipasarkan akan ditarik kembali 
dari pasaran oleh pihak perusahaan 2-3 bulan sebelum waktu kadaluwarsa 
sebgaimana yang tercamtum dalam kemasan produk barang. Kemudian sisa 
produk yang sudah kadaluwarsa diambil kemasannya atau bungkusnya lalu 
dikumpulkan jadi satu, dan dijual kembali khusus untuk pakan ternak, sehingga 
tidak layak untuk dikonsumsi manusia. 
Saksi menyatakan bahwa Terdakwa membeli produk perusahaan yang 
sudah kadaluwarsa untuk pakan ternak sejak pertengahan tahun 2015 dan dalam 
1 (satu) sampai 1,5 (satu setengah) bulan, terdakwa membeli antara 3-4 ton. Hal 
ini saksi ketahui setelah melihat bon atau catatan penjualan pada bagian 


































pemasaran. Terdakwa membelinya dengan dibayar tunai dan sepakat dengan 
harga perkilonya Rp. 2.600,- (dua ribu enam ratus rupiah). 
Selain itu saksi tidak tahu apabila barang yang sudah kadaluwarsa 
tersebut dijadikan sebagai campuran bahan baku pembuatan kue kering oleh 
Terdakwa. 
3. Dewi Nuraisyah dan Sri Utami 
Para saksi pernah terikat hubungan pekerjaan dengan terdakwa pemilik 
perusahaan FINA CAKE. Para saksi bekerja dibagian selep dan giling sejak tahun 
2015. Dalam proses produksi para saksi menyatakan bahwa bahan yang dicampur 
dalam pembuatan adaonan adalah campuran dari bahan-bahan yang  justru 
sebagian besar oleh terdakwa menggunakan bahan pakan ternak. 
4. H. Eka Setya Budhi, SH. 
Saksi Bekerja di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa 
timur sejak tahun 1985 dan menjabat sebagai Kepala Seksi Pengawas Barang 
Beredar dan Perlindungan Konsumen, yang bertugas mengawasi barang-barang 
yang beredar di Jawa Timur. 
Saksi menyatakan bahwa Terdakwa melakukan proses produksi kue 
kering merk FINA CAKE menggunakan bahan baku yang sudah kadaluwarsa. 
Terdakwa juga tidak memiliki izin perdagangan atau izin edar dari instansi yang 
berwenang. Sehingga saksi memberikan keterangan bahwa terdakwa dalam 
melakukan kegiatan usahanya tidak sesuai dengan peraturan dan undang-undang, 
yaitu Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal (24, 106) 


































Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Pasal 62 ayat (1) 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. 
 
D. Pertimbangan Hakim 
Dari beberapa keterangan-keterangan yang ada, yang telah dihadirkan 
dalam persidangan, setelah mendengarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa 
dan melihat barang bukti, serta memperhatikan fakta-fakta  hukum tersebut di 
atas, majelis hakim memutuskan memilih langsung  dakwaan alternatif jaksa 
yang kedua yaitu dengan pasal 140 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012, 
tentang Pangan.  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan 
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dinyatakan 
telah melakukan tindak pidana yang didakwakannya. 
Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang 
berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta 
hukum tersebut langsung membuktikan unsur-unsur sebagai mana diatur dalam 
dakwaan alternatif yang ke-2 (dua) yaitu pada pasal 140 Undang-undang Nomor 
18 Tahun 2012, yang unsur-unsurnya sebagai berikut  
1. Unsur yang memproduksi dan memperdagangkan pangan. 
Adapun yang dimaksud dengan unsur  ‚yang memproduksi dan 
memperdagangkan pangan‛ dalam pasal 140 Undang-undang Nomor 18 Tahun 
2012, tentang Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih sub 


































sistim agri bisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, 
pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang. Dalam pasal 140 Undang-
undang Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan adalah perorangan atau 
korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 
Setiap orang yang dalam pengertian hukum pidana adalah menunjuk pada 
setiap orang yang dapat mendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat 
diperjuangkan setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang tersebut. 
Dalam ketentuan pasal 44 KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat 
akalnya. 
Berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut 
Umum  bahwa terdakwa Nafiyanto mengerti akan semua dakwaannya dan 
tuntutan pidana yang diajukan kepadanya sebagaimana diuraikan oleh Penuntut 
Umum. Dengan demikian dalam perkara ini tidak ada kesalahan tentang orang 
(error in persona) yang diajukan sebagai terdakwa, oleh karena itu, menurut 
pendapat Majelis Hakim, bahwa unsur pertama dari dakwaan kedua Penuntut 
Umum telah terbukti. 
2. Unsur dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan. 
Bahwa dalam fakta-fakta hukum terungkap, terdakwa adalah pemilik 
usaha pakan ternak yang didirikan pada awal tahun 2013, sedangkan untuk 
pembuatan usaha FINA CAKE yang bergerak dibidang mengolah, memproduksi, 
memperdagangkan hasilnya berupa kue kering, dirintis sejak awal tahun 2016, 


































dengan alamat usaha di Dusun Keseman Rt. 28 rw. 06 Cangkringsari Kecamatan 
Sukodono Kabupaten Sidoarjo.  
Dalam menjalankan usahanya, terdakwa tidak mempunyai surat izin edar 
dari Dinas Kesehatan setempat sesuai ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-
undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan hanya mempunyai izin berupa 
: 
a. Surat keterangan usaha Reg. No. 510/211/404.7.10.08/2015, jualbeli pakan 
ternak yang diterbitkan oleh Kepala Desa Cangkringsari tanggal 6 April 2015 
b. Sertifikat Penyuluhan Nomor 1908/13.01/02. Nama perusahaan/perorangan 
FINA. Alamat Jl. Tenggilis Tama 11/65 A Surabaya tanggal 20 Mei 2002. 
c. Surat Pengantar ke Kepala Desa. 
Adapun sesuatu yang menjadikan adanya barang bukti yang digunakan dalam 
nmemproduksi kue kering telah di jadikan bukti terjadinya pelanggaran atau 
tindak pidana, maka barang-barang bukti tersebut disita. Dengan demikian 
unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti adanya. 
Berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani 
Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang 
dijatuhkan kepadanya. Okeh karena Terdakwa bersalah, maka sesuai 
ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya akan dibebankan biaya 
perkara. 
Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana atas Terdakwa, maka 
berdasarkan Pasal 197 huruf f KHUAP terlebih dahulu akan dipertimbangkan 
hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa, yaitu : 


































1. Hal-hal yang memberatkan 
Adapun dalam kasus ini, keadaan yang memberatkan Terdakwa adalah 
perbuatan Terdakwa telah membahayakan Orang lain. 
2. Hal- hal yang meringankan : 
a. Terdakwa tidak mempersulit Proses 
b. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya. 
c. Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga. 
 
E. Putusan Hakim 
Setelah mendengar keterangan dari para saksi dan telah memeriksa semua 
alat bukti di persidangan, maka majelis hakim yang dipimpin oleh Musthofa, S.H 
sebagai hakim ketua, I Dewa Gede Ngurah Adyana, S.H. sebagai hakim anggota 
dalam perkara Nomor : 433/Pid.Sus/2017/PN.Sda ini memutus dengan : 
1. Menyatakan Terdakwa Nafiyanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana ‚Tanpa Hak dengan sengaja memproduksi 
dan memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi standar Keamanan 
Pangan‛. 
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan 
pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. 
3. Menetapkan, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. 


































5. Menetapkan barang bukti berupa : 
a. 1 buah mixer listrik, 1 buah mesin aduk, 5 open, 1 timbangan duduk dan  1 
mesin giling, dirampas untuk Negara. 
b. 16 loyang, 5 bandel @@@@ a. 100 biji mika kosong, I buah mika isi 12 cake bentuk 
bulat, kotak mawar, 1 surat pembelian, ½ plastic wafer kadaluwarsa, ½ wafer 
renjeng dan ½ plastik campuran wafer dan biskuit yang sudah digiling, 
dirampas untuk dimusnahkan. 



































ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN 
NEGERI SIDOARJO NOMOR : 433/Pid.Sus/2017/PN.Sda 
 
A. Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Perdagangan Pangan Dan 
Kadaluwarsa Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 
433/Pid.Sus/2017/PN.Sda 
Tindak perdagangan pangan dan kadaluwarsa ini terjadi ketika terdakwa 
Nafiyanto yang merupakan pemilik dari perusahaan toko roti Fina Cake. Dalam 
produksinya terdakwa menggunakan bahan-bahan baku tersebut sudah 
kadaluwarsa yang oleh pihak produsen dijual untuk bahan pakan ternak karena 
bahan tersebut sudah tercemar dan tidak layak digunakan dengan bahan baku 
pembuatan pangan. Kemudian hasil produksinya di perdagangkan dengan merk 
Fina Cake. Usaha dagang tersebut diketahui belum memiliki TDP, SIUP dan TDI 
dari Disperindag atau Dinas Perijinan.Sehingga pada tanggal 22 September 2016, 
Polisi dari Polda Jatim telah melakukan penggeledahan ditempat usaha 
Terdakwa. 
Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan beberapa dakwaan 
alternatif, sebagai berikut : 
1. Pertama 
Pasal 62 jo pasal 8 ayat (3) UU-RI No. 8 Tahun 1999.  Tentang 
Perlindungan Konsumen, yang berbunyi: ‚Pelaku usaha dilarang 
memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau 


































bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi yang 
lengkap dan benar‛.52 
2. Kedua 
Ancaman hukuman yang dijatuhkan yaitu berdasarkan Pasal 140 Undang-
Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang berbunyi; 
‚Setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan 
sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 86 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau 
denda paling banyak Rp.4.000.000.000,- (empat miliyar rupiah)‛. 
3. Ketiga 
Pasal 141 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2012 tentang 
Pangan, yang berbunyi: ‚Setiap orang yang dengan sengaja memperdagangkan 
pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang 
tercantum dalam label kemasan pangan dimaksud dalam pasal 89 dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 
Rp.4.000.000.000,- (empat miliyar rupiah)‛ 
4. Keempat 
Ancaman pidana dalam Pasal 106 jo Pasal 24 ayat (1) UU-RI No. 7 Tahun 
2014 tentang Perdagangan, yang berbunyi: ‚pelaku usaha yang melakukan 
kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan 
yang diberikan oleh menteri‛. 
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Majelis Hakim memutuskan perkara berdasarkan fakta di dalam 
persidangan Nomor: 433/Pid.Sus/2017/PN.Sda terdakwa sesuai dakwaan 
alternatif kedua sebagai berikut: 
1. Menyatakan terdakwa Nafiyanto telah terbukti secara sah dan menyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana ‚Tanpa hak dengan sengaja memproduksi 
dan memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan 
pangan‛. 
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan serta membayar biaya 
perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah). 
Hakim menyakatan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam 
Pasal 140 Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang 
Pangan, yang berbunyi: 
a. Memproduksi dan memperdagangkan pangan 
Barang siapa adalah Setiap orang yang memproduksi dan 
memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar 
keamanan pangan, dan pada waktu melakukan tindak pidana adalah sehat 
jasmani dan rohani sehingga seluruh perbuatan terdakwa memenuhi elemen delik 
yang didakwakan. 
Dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan terdakwa yang 
identitasnya sesuai dan dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana yang tertuang 
dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi error in persona. Berdasarkan analisa 


































dan pertimbangan terhadap unsur ‚memproduksi dan memperdagangkan pangan‛ 
telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
b. Dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan 
Mengedarkan hasil produksi pangan harus memiliki Surat Ijin Edar yang 
dikeluarkan Dinas Kesehatan setempat,akan tetapi hasil produksi Fina Cake 
tidak memiliki sertifikat ijin edar dari Dinas Kesehatan setempat. Dengan 
demikian unsur ‚Dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan telah 
terpenuhi‛. 
Dalam sistem peradilan pidana di indonesia, hakim mempunyai 
indepedensi kekuasaan dalam memutuskan sebuah perkara.
53
dalam Pasal 50 ayat 
(1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang 
berbunyi ‚Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, 
juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang 




Dari uraian diatas, Penulis berpendapat yaitu: 
1. Dalam kasus kasus diatas telah terbukti melakukan tindak pidana 
Perdagangan Pangan Dan Kadaluwarsa. Dengan melihat kronologis kasus, alat 
bukti, keterangan sakti,serta keterangan terdakwa. Berdasarkan diatas Majelis 
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Hakim sebaiknya menjatuhkan hukuman berdasarkan Undang-undang sesuai 
dakwaan Penuntut umum, meliputi: 
a. Pasal 62 jo pasal 8 ayat (3) UU-RI No. 8 Tahun 1999.  Tentang Perlindungan 
Konsumen. Dengan ketentuan pidana paling lama 5 tahun dan denda paling 
banyak 2.000.000.000.00 (dua miliyar rupiah). 
b. Pasal 140 dan Pasal 141 Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 
2012 tentang Pangan. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) 
tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000.000.00 (empat miliyar rupiah). 
c. Pasal 106 jo Pasal 24 ayat (1) UU-RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. 
Dengan ketentuan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda 
paling banyak 10.000.000.000.00 (sepuluh miliyar rupiah). 
Dalam hal ini terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang 
diatur dalam ketiga pasal tersebut sesuai dengan bukti, fakta dan keterangan para 
saksi, dengan hal itu sebaiknya hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan 
undang-undang di atas sesuai dengan dakwaan penuntut umum. 
2. Dalam kasus sebaiknya hakim memperhatikan permohonan jaksa dalam 
memutuskan dengan menjatuhi hukuman sesuai pasal-pasal yang telah 
didakwaan. Akan tetapi hal ini kurang diperhatikan dengan dibuktikannya 
Majelis Hakim memtuskan perkara nomor: 433/Pid.Sus/2017/PN.Sda tentang 
perdagangan pangan dan kadaluwarsa dengan menyatakan sebagai berikut : 
a Menyatakan terdakwa Nafiyanto telah terbukti dan secara sah dan 
meyakinkan ‚dengan sengaja memproduksi dan memperdagangkan pangan 
yang tidak memenuhi standar keamanan pangan‛. 


































b Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan. 
Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim kurang mempertimbangkan fakta 
yang ada bahwa perbuatan terdakwa bukan hanya ‚standar pangan‛ jadi 
memutuskan dengan hanya berdasarkan dakwaan alternatif yang kedua saja Pasal 
140 Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan 
dirasa kurang tepat, karena dalam tindakan terdakwa mencakup seluruh unsur 
yang ada pada dakwaan penuntut umum. 
Dalam hal ini Majelis Hakim  mempertimbangkan hal-hal yang 
memberatkan dan meringankan atas terdakwa, yaitu  
1. Hal-hal yang memberatkan 
Adapun dalam kasus ini, keadaan yang memberatkan Terdakwa adalah 
perbuatan Terdakwa telah membahayakan Orang lain. 
2. Hal- hal yang meringankan : 
a. Terdakwa tidak mempersulit Proses 
b. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya. 
c. Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga. 
 
B. Analisis Hukum Islam Tentang Perdagangan Pangan Dan 
Kadaluwarsa Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 
433/Pid.Sus/2017/PN.Sda 
Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana perdagangan pangan 
dan kadaluwarsa yang telah dilakukan oleh terdakwa Nafiyanto dilarang 
dalam Islam. Menurut ulama fikih Sayyid Sabiq definisi dari jual beli 


































ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau 
memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan
55
.  
Secara gloval pengertian dari pasar gelap (black market) yang 
artinya, adalah sektor kegiatan ekonomi yang melibatkan transaksi 
ekonomi ilegal, khususnya pembelian dan penjualan barang dagangan 
yang barang-barangnya ilegal. Misal penjualan obat-obatan terlarang, 
barang dagangan curian, atau barang dagangan resmi yang sengaja dijual 
secara gelap, untuk menghindari pembayaran pajak.  
Menurut hadits dari Ibnu Abbas, Nabi shallallahu ‘alaihi wa 
sallam bersabda yang artinya ‚Sesungguhnya Allah apabila 
mengharamkan sesuatu maka Allah haramkan hasil penjualannya‛. Pada 
prinsipnya setiap kaum muslimin memiliki hak untuk menjual barang 
tanpa harus dibebani pajak. Karena itu, jika seorang muslim membawa 
barang yang ilegal, dalam arti tidak terkena pajak ketika masuk ke 
negaranya, maka ini sama sekali tidak mempengaruhi keabsahan 
transaksi dan tidak menunaikan apa yang tidak menjadi kewajibannya 
diperbolehkan. Akan tetapi, apabila kondisi jual beli di pasar gelap 
membahayakan kemaslahatan banyak orang, seperti hasil penimbunan 
barang, atau menjadi celah bagi dirinya untuk ditindak oleh pemerintah, 
maka tidak selayaknya dilakukan seorang Muslim.
56
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Harus dingat pula bahwa dalam syariat Islam ada istilah 
‚Maqas{id al-Syariah‛ atau tujuan-tujuan dibalik disyariatkannya sebuah 
syariah, yang kesemua itu jumlahnya ada 5 yaitu: menjaga agama, jiwa, 
harta, akal dan keturunan. Praktek perdagangan barang ilegal ini 
membuat harta penjual lain yang menjual dagannya dengan sesuai aturan 
menjadi terancam. Dan ini sangat tidak sesuai dengan tujuan syariah. 
Rasulullah Saw melarang bentuk transaksi yang berakibat pada 
terganggunya mekanisme pasar. Hal ini sama dengan model transaksi 




Pelaku  perdagangan ilegal dan kedaluwarsa dalam hukum Islam 
akan dikenai sanksi hukuman ta’zi<r, karena belum ada ketentuan yang 
jelas dalam al-Qur’an dan hadits. Bentuk dan ukuran itu sendiri 
keputusannya diserahkan kepada hakim atau imam yang berwenang. 
Pada kasus ini hakim memiliki suatu kebebasan untuk menjatuhkan 
hukuman ta’zi<r kepada para pelaku tindak kejahatan perdagangan ilegal 
dan kedaluawarsa.  
Ta’zi<r juga dapat diartikan hukuman yang memberi pelajaran. Disebut 
ta’zi<r karena hukuman tersebut ditujukan untuk membuat jera si pelaku 
kejahatan.
58
 Para ulama membagi jari<mah ta’zi<r menjadi 2 bagian yaitu:59 
                                                          
57
  Ahmad  Zarkasih, “Hukum Beli Barang Black Market”, https://www.rumahfiqih.com/, 
“diakses pada”, 08 Juli 2019. 
58
 A. Djazuli, Fiqh JInayah (Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)(Jakarta: Raja 
Grafindo, 1997), 161. 


































1. Jari<mah yang berkaitan dengan hak Allah 
Kejahatan ini adalah kejahatan yang segala sesuatu berkaitan dengan 
kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan dimuka bumi, 
perampokan, pencurian, perzinaan, pemberontakan dan tidak taat kepada Ulil 
Amri. 
2. Jari<mah yang berkaitan dengan hak perorangan  
Kejatan yang berkaitan dengan perorangan adalah segala sesuatu yang 
mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia. Seperti tidak membayar 
utang, penghinaan.  
Berikut ini adalah pentingnya pembagian jari<mah ta’zi<r kepada jari>mah 
yang berkaitan dengan hak Allah dan hak hamba atau perorangan:
60
 
1. Untuk ta’zi<r yang berkaitan dengan hak perorangan disamping harus ada 
gugatan, Ulil Amri tidak dapat memaafkan. Sedangkan ta’zi<r yang berkaitan 
dengan hak Allah tidak harus ada gugatan dan ada kemungkinan Ulil Amri 
akan memaafkan selama hal tersebut membawa kemaslahatan.  
2. Ta’zi<r yang berkaitan dengan hak hamba atau perorangan tidak dapat 
diberlakukan tadakhul, jadi sanskinya dijumlahkan sesuai banyaknya 
kejahatan. Sedangkan dalam ta’zi<r  hak Allah berlaku teori tadakhul.  
3. Saat tindak pidana ta’zi<r yang berkaitan dengan hak Allah terjadi semua orang 
wajib memcegahnya. Lalu setelah terjadinya kejahatan, Ulil Amri bertugas 
untuk menjatuhi hukuman. Sedangkan ta’zi<r  yang berkaitan dengan hak 
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hamba, setiap orang dapat mencegahnya saat kejahatan tersebut berlangsung, 
dan kejahatan ini tergantung dari gugatannya.  
4. Ta’zi<r yang berkaitan dengan hamba dapat diwariskan kepada ahli waris 
korban bila tidak sempat mengajukan gugatan. Sedangkan, ta’zi<r yang 
berkaitan dengan hak Allah tidak dapat diwariskan.  




1. Preventif (memberikan dampak positif bagi orang lain atau orang yang tidak 
dikenai ta’zi<r, sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama 
dengan terhukum). 
2. Represif (sanksi ta’zi<r harus memberikan dampak positif bagi terhukum, 
sehingga tidak mengulangi perbuatannya). 
3. Kuratif (sanksi yang mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku bagi 
terhukum di masa yang akan datang). 
4. Edukatif (sanksi yang mampu menumbuhkan hasrat terhukum untuk 
mengubah hidupnya melalui media keilmuan, misalnya pendidikan agama). 
 Dalam tindak pidana perdagangan pangan dan kedaluwarsa oleh 
terdakwa Nafiyanto dikenai hukuman ta’zi<r dimana hukuman tersebut dirasa 
sesuai jika diterapkan. Hukuman ta’zi<r yang sesuai dengan tindak kejahatan 
terdakwa adalah hukuman ta’zi<r penjara. Dikarenakan hukuman ini dikategorikan 
sebagai kekuasaan hakim. Persoalan waktu lamanya hukuman penjara diserahkan 
sepenuhnya kepada hakim.
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Berdasarkan analisis pembahasan diatas, maka Penulis dapat mengambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 433/Pid.Sus/2017/PN.Sda 
tentang tindak pidana perdagangan pangan dan kadaluwarsa, yang diputus 
oleh Hakim dengan berdasarkan pada Pasal 140 Undang-Undang Republik 
Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang pangan dirasa kurang tepat. Dari fakta 
hukum yang terungkap, seharusnya Majelis Hakim memutuskan perkara 
tersebut dengan mempertimbangkan asas lex specialis derogate legi generalis 
(hukum khusus menyampingkan hukum umum). Dalam putusan tersebut, 
Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan fakta yang ada bahwa 
perbuatan terdakwa bukan hanya ‚standar pangan‛ jadi memutuskan dengan 
hanya berdasarkan dakwaan alternatif yang kedua saja Pasal 140 Undang-
Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dirasa kurang 
tepat, karena dalam tindakan terdakwa mencakup seluruh unsur yang ada pada 
dakwaan penuntut umum. 
2. Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana perdagangan barang secara ilegal 
dan kedaluwarsa termasuk dalam tindakkan yang dilarang oleh hukum Islam. 
Pelaku  perdagangan ilegal dan kedaluwarsa dalam hukum Islam akan dikenai 
sanksi hukuman ta’zir, karena belum ada ketentuan 


































yang jelas dalam al-Qur’an dan hadits. Bentuk dan ukuran itu sendiri 
keputusannya diserahkan kepada hakim atau imam yang berwenang. Pada 
kasus ini hakim memiliki suatu kebebasan untuk menjatuhkan hukuman ta’zi<r 
kepada para pelaku tindak kejahatan perdagangan ilegal dan kedaluawarsa.  
3. Majelis Hakim memtuskan perkara nomor: 433/Pid.Sus/2017/PN.Sda tentang 
perdagangan pangan dan kadaluwarsa dengan menyatakan sebagai berikut : 
Menyatakan terdakwa Nafiyanto telah terbukti dan secara sah dan meyakinkan 
‚dengan sengaja memproduksi dan memperdagangkan pangan yang tidak 
memenuhi sktandar keamanan pangan‛. 
a. Menjatuhkan pidana kepada terdawa dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan. 
b. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 
 
B. Saran  
Dari uraian di atas, penulis menyampaikan saran kepada para pihak 
terkait: 
1. Kepada para hakim diharapkan lebih mempertimbangkan mengenai hukuman 
yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan Pasal 62 ayat (3) UU-RI 
No. 8 tahun 1999, Pasal 140 dan 141 Undang-undang No. 18 tahun 2012 
tentang pangan, Pasal 106 jo Pasal 24 ayat (1) UU-RI No. 7 Tahun 2014 
tentang Perdagangan, karena salah satu tujuan diciptakannya Undang-undang 
tersebut adalah mencegah terjadinya perdagangan orang dengan berbagai 
macam bentuknya, dengan memberikan hukuman yang sesuai dengan tindak 


































kejahatannya dirasa akan menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat 
Indonesia.  
2. Kepada hakim, hendaknya memberikan keterangan mengapa memutus perkara 
kasus diatas tidak menggunakan asas lex specialis derogate legi generalis. 
Padahal jika kasus tersebut ditelaah lebih dalam unsur-unsur kejahatan pelaku 
mengarah pada Undang-undang khususnya. 
3. Kepada masyarakat agar turut serta mencegah jika menemukan praktek serupa 
seperti kasus di atas, agar mereka segera melaporkan kejahatan pelaku kepada 
pihak berwenang yaitu Polisi, agar nantinya pihak Polisi segera mengurus 
kejenjang pengadilan. Selain itu masyarakat juga diharapkan memberikan 
pendidikan kepada lingkungannya agar menghindari segala macam  praktek 
seksual walaupun dalam keadaan mendesak sekalipun, atau dijanjikan uang 
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